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UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA
BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.

ABSTRAK: - Berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Irian Jaya, Kabupaten
Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif
Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin
perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang, sehubungan dengan
hal tersebut dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah,
potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta
volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,
dan Kota Administratif Sorong, dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya
Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya,
Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kabupaten
Administratif Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong akan dapat mendorong
peningkatan  pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah harus ditetapkan dengan undang-
undang.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal
20 ayat (1); UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 4 Tahun 1999;
UU No. 25 Tahun 1999.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, Dan Kota Sorong dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian
Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang
terdiri atas wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen Warope, Kabupaten
Nabire dan Kabupaten Mimika. Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian
wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Fak-Fak dan Kota Sorong. Dengan dibentuknya Propinsi Irian
Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, wilayah Propinsi Irian Jaya dikurangi
dengan wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Jaya Barat.
Dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak lJaya,
Kabupaten Administratif Paniai dan Kabupaten Administratif Mimika dalam wilayah
Propinsi Irian Jaya Tengah serta Kabupaten Administratif Puncak Jaya dalam wilayah
Propinsi Irian Jaya dihapus. Terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi
Irian Jaya Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi bidang
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan dalam
bidang pemerintahan tertentu lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Di samping kewenangan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya
Barat juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat
dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota. Kewenangan Propinsi Irian Jaya Tengah dan



CATATAN:

Propinsi Irian Jaya Barat sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Irian Jaya Barat dan Gubernur
Irian Jaya Tengah selaku wakil Pemerintah. Pada saat terbentuknya Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong kewenangan
Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terbentuknya
Proponsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, dibentuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten masing-
masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memimpin jalannya
pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dipilih dan
disahkan seorang Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan seorang Wakil
Bupati/Walikota di Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 1999.

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undang yang
tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
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